
 

 

 

BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR   74.1TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10.1 TAHUN 2021 TENTANG 

HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan persetujuan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta atas kenaikan besaran nilai 
bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten 

Sleman perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati 
tentang Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik;   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 10.1 Tahun 2021 tentang Hibah Berupa 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2         
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia           



Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Penbentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950      
Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
7. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36                 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang  

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara  

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia     

Tahun 2020 Nomor 1777); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77                

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1 Tahun 2021 
tentang Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman    
Tahun 2021 Nomor 10.1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 10.1 TAHUN 2021 TENTANG 

HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI 

POLITIK. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1 Tahun 2021 
tentang Tentang Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik     
(Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10.1) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik di Daerah yang 
mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3     
ayat (1) sebesar Rp4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah)       
per suara sah.  

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan dalam APBD. 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11    
ayat (1) bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan  
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun 

karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan 
bangsa.  

(2) Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan: 
a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar           

Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara 
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan  

c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan 
berkelanjutan. 

(3) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan 
keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya 
politik sesuai dengan Pancasila. 

(4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik meliputi:  
a. pembayaran honorarium; 
b. pembayaran transport kegiatan;  
c. akomodasi dan konsumsi; dan  
d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.  

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai 
politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, minimal 
berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.  

4. Pasal 20 dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman 
 

Ditetapkan di Sleman 
pada tanggal 24 September 2024 

8Maret 

BUPATI SLEMAN, 

 
 
             Ttd. 

 

KUSTINI SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 24 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
 
 

Ttd. 
 

SUSMIARTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 74 


